
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Repubtik 
Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4540); 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330 ayat 
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
perlu diatur mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Tegal tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor ·54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 4578); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Kewenangan Ka bu paten Tega I; 

17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tegat Tahun 2007 Nomor 13) 



12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 

bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 

11. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan 
Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena 
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan daerah. 

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan 

daerah. 

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat 

daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan 

daerah. 

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang, meliputi 

perencanaan pelaksanaan penatausahaan pelaporan pertanggungjawaban dan 

pengawasan keuangan daerah. 

5. Peraturan Daerah adalah peraturan daerah Kabupaten legal. 

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

daerah tersebut. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati legal dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah 

2. Bupati adalah Bupati legal. 

1. Daerah adalah Kabupaten legal. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG SISTEM DAN 
PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 
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24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim 

yang dibentuk oleh Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah Kabupaten Tegal 

yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah 

dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana 
daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

25. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran daerah. 

23. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
program. 

22. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang 

dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan 
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan, 

21. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas 

akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, 

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari 
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya 

17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD 

adalah pejabat yang melaksanakan tugas tata usaha keuangan pada SKPD. 

16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 

sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas 

dan fungsi SKPD. 

15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah 

pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 

14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik 

daerah. 

13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 
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37. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 
SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, 

karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang 
telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan, 

36. Surat Perintah Mernbayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM 

GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna 

anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang 
dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 

35. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran DPA-SKPD yang 

dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendana kegiatan. 

34. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang 

digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk 

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 

33. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan 
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak 

ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan 

pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran 
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

32. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah 

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan 

uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan 

tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 

31. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen 

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang 

persediaanya yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 

30. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah pengurang nilai kekayaan bersih. 

28. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 

29. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih. 

27. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 

26. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah 

yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah 

dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 

ditetapkan. 
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Pasal 2 

(1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi : 

1. Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah melalui Bendahara Penerimaan 

2. Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan 

Pembantu 

3. Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah Melalui Bank Pemerintah yang 

ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos 

4. Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 

5. Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu 

6. Sistem dan Prosedur Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA)-SKPD 

7. Sistem dan Prosedur Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Lanjutan (DPAL)-SKPD 

8. Sistem dan Prosedur Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan 

Perubahan Anggaran (DPPA)-SKPD 

9. Sistem dan Prosedur Anggaran Kas 

10. Sistem dan Prosedur Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD) 

11. Sistem dan Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

12. Sistem dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) 

13. Sistem dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

14. Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Belanja Untuk Penggunaan Uang Persediaan 

(UP) 

15. Sistem dan Prosedur Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 

Pengeluaran 

16. Sistem dan Prosedur Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran 

Pembantu 

17. Sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja 

18. Sistem dan Prosedur Akuntansi Anggaran 

19. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan 

20. Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanja 

21. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 

22. Sistem dan Prosedur Laporan Keuangan 

39. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen 

yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD 

berdasarkan SPM. 

38. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran 

untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 
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Serita Daerah Kabupaten Tega! 
Tahun 2007 Nomor 64 ~l - 

Diundangkan di Slawi 
Pada tanggal 2 Desem 2007 

SEKRETARIS DAERA BUPATEN TEGAL 

RIYANTO 

Ditetapkan di Slawi 

pada tanggc/ a Desember 2007 

/BUPATITEGAL 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

(2) Rincian Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tldak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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